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BUPATI KARANGAN'YAR

PROVINSI JAWA TENGAH |

 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 28 TAHUN 2015
TENTANG ’

NOMOR ] TAHUN 2011 TENTANG PENYELEN(J(:ARAAN‘ADMINISTRASI

Mc_niml)éng

Men gingét

: KEPE’\IDUDUI\AN ,

DENGAN RAHMA’I‘ TUI IAN YANG MAHA ESA

b.v

BUPATI KARANGANYAR

: PERUBA]IAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH hABUPATEN KARANGANYAR

bahwa - Pcmermtah Dacrah - bz.rtuoas " memberikan

pclayanan administrasi  kepend udukan dan
- pencatatan sipil kcpada masyarakat; ‘

bahwa salah satu bentuk sanksi administrasi ddalah
pembebanan denda administrasi bagi penduduk yang
lalai  melaksanakan ~  kewajiban® pelaporan

. kependudukan dan pencatatan sipil; .
. bahwa dalam rangka meringankan beban maqvarakat’

dan -mendorong masyarakat untuk tertib administrasi -
kepcndudukan dan pcneatatan sipil, - maka perlu

“mengurangi nominal denda*administrasi;

bahwa berdasarkan  pertimbangan  scbagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu

, ,mcnctapkan Peraturan Dacrah tentang Perubahan
 Kedua atas Peraturan Dacrah Kabupaten Karanganyar

Nomor 1 Tahun- 2011 tentang Penyclenggaraan

 Administrasi Kepcnduduléan; = -

" Tahun 1974, Tambahan Lcmbar n Ncgara Repubhk‘

 Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara
chubllk Indonesia Tahun 1945; : .
Undang-Undang Nomor 13 Tal‘un 1950 tentang

Pembentukan Dacrah-Dacrah  Kabupaten . Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

‘Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan (Lembaran Negara Repuhblik Indonesia

Indonesia Nomor 3019};

Undang-Undang Nomor 8 ~Tahun 1981 tentang. -

- Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Rcpublik

Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan -

Lcmb'iran ‘\Ieﬁam RCpubhk Indoncsia 1\()m0r 3209}
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Unda‘ng—Undangv Nomor 9 Tahun 1992 tentang
Keimigrasian  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3474 ); |

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang :Hak

- Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan.

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235),

" sebagaimana telah ~ diubah dengan -
-~ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor - 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran

Negara Republik Indoncsia Tahun 2014 Nomor 297,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5606);

“Indonesia Tahun 2003 Nomor . 47, Tambahan

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 {entang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran -

‘Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

10.

Undang-Undang Nomor 12  Tahun 2006 "vtcnt’ang
Kewargancgaraan Rcpublik Indoncsia (Lembaran ..

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63,

‘Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia

-Nomor 4634); ‘ -
11. v
~ Administrasi  Kependudukan (Lembaran Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006'-téﬁtar'lg_

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,

‘Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

" Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan

' Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

12.

~ Nomor 82, Tambahan Lembaran Ncgara Republik |

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 262, Tambahan Lembaran. Negara Republik

Indoncsia Nomor 54795);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ‘tentang
Pembentukan Pcraturan  Perundang-undangan

(Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2011

~ Indonesia Nomor 5234);



13, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang

14.

15.

Pemerintahan Daerah  (Lembaran - Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
secbagaimana telah diubah  diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubhk-
Indonesia Nomor 5679); o

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pclaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik
Indonesia ~ Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang  Administrasi - Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3050}, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemcrintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Pecraturan Pemcrintah Nomor 37

_ Tahun 2007 tentang Pclaksanaan Uondang-Undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

N Kependudukan {Lembaran Negara Republik Indonesia

16.
17.

18.

Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5373);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tcntang
Pengesahan, Pengundangan dan  Penyebarluasan
Peraturan Pcrundang-undangan

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pcndaftdran Penduduk dan

Pencatatan Sipil;

Peraturan - Presiden Nomor 26 ’I‘ahun 2009 tentang

- Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor

Induk Kependudukan Secara Nasional, scbagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

- Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan

Kcempat _atas Peraturan  Presiden  Nomor 26

‘Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu  Tanda

" Penduduk Berbasis Nomor Induk KCpendudukan
_ Secara Nasional;

19

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar - Nomor l o

Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan  (Lembaran  Dacrah  Kabupaten
Karanganyar Tahun 2011 Nomor 1), scbagaimana
telah diubah dengan Peraturan Dacrah Kabupaten

. Karanganyar Nomor 172 Tahun 2014 tentang
. Perubahan atas DPeraturan = Dacrah Kabupatcn :

Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Penyclenggaraan  Administrasi - Kependudukan

«/



"{Lembaran- Dacrah Kabupatcn v haranganyar

‘Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Lo , ‘Kabupaten E\drangdnvar Nomor 28);

< | - '20. Pcraturan  Dacrah -Kabupaten - Karanganyar

- Nomor 10" Tahun 2014 tentang -Pencabutan

. o o - Peraturan Dacrah Kabupaten Karanganyar Nomor 11

L S ' Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya

: : Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

5 (Lembaran  Daerah Kabupaten = Karanganyar

; ' - o Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
v '. ' Kabupaten karanganyar Nomor 26);

- Dengan Persetujuan Bcrsama -
DEWAN PERWAI\ILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
: ‘ o ATAS PERATURAN DAERAI KABUPATEN KARANGANYAR
- NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN

, ADVIINISTRA%I KEPENDUDUI«.AN '

-' Pasal 1 :
Bcberapa ketentuan dalam Peraturan ‘Dacrah Kabupaten
- Karanganyar -~ Nomor 1 Tahun . 2011 tentang

Penyelenggaraan Administrasi Kecpendudukan (Lembaran
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 11),
sebagaimana tclah diubah dengan - Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomor -12 Tahun 2014 tentang
Pcrubahan atas Peraturan Dacrah Kabupaten Karanganyar
Nomor 1 Tahun 2011 tentang DPenyelenggaraan
Administrasi Kependudukan (Lembaran Daecrah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Dacrah Kabupaten Karanganydr Nomor 28), diubah qebagax
bertkut @ - :
1. Ketentuan Pasal '79 dlubah chmgga Pasal 79 bcrbuny1
sebagai berikut : S e T

o Pasa179 _ . o o
(1) Setlap I’enduduk dikenai Sanksi Administratif
berupa denda apabila meclampaui batas waktu

‘pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal :

a. 'pmdah datang bagi Orang Asing yang memiliki
Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang
memiliki  Izin Tinggal Tetap sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);

" b. pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk
- Daerah. scbagalmana dlmaksud dalam Pasal 15
. ayat(l) '

: ~
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a.

plndah datang dari luar negeri bagi Orang

Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
pcrubahan status Orang Asing yang ‘memiliki

Izin Tinggal Terbatas an_]adl Orang Asing yang

memiliki Izin Tinggal Tetap .scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1);

pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang
memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing
yang memiliki lzin Tinggal Tetap scbagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1); -

perubahan KK sebagaimana dimaksud daIam ‘
‘Pasal 55 ayat (2); atau - '

pcrpanjangan  KTP scbagalmana dimaksud

» ~dalam Pasal 56 ayat (4).
(2) Ketentuan mengenai - Sanksi  Administratif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlatur dalam
- Lampiran Peraturan Dacrah ini.

Ketentuan Pasal 80 diubah, sehmgga Pa%al 80 bcrbuny1

~.sebaga1 bcrxkut

Pasal 80

(1) Setlap Pcnduduk dikenai Sanksi Admlmstratlf

berupa denda apabila melampaui batas waktu
pelaporan Peristiwa Penting dalam hal:

a.

Kelahiran  scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat (1) atau Pasal 24 ayat (1) atau

Pasal 27 ayat (1);

Perkawinan  sebagaimana dlmdkSUd dalam

Pasal 28 ayat (1) atau Pasal 31 ayat (1);

pembatalan Pcrkamnan scbagalmdna dlmaksud

- dalam Pasal 33 ayat (1);

Perceraian sebaga‘imana dimaksud =~ dalam .
Pasal 34 ayat (1) atau Pasal 35 ayat (1};

~ pembatalan Perceraian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 37 ayat (1},
Kematian sebagdlmana dlmaksud dalam Pasal 38

ayat (1); | S
Pengangkatan Anak scbagaimana dimaksud

“dalam Pasal 41 ayat (2) atau Pasal 42 ayat (1);

Pengakuan Anak scbagaimana dxmaksud dalam

Pasal 43 ayat (1);

Pengesahan Anak scbagaimana dlmak%ud dalam

Pasal 44 ayat (1);

Perubahan Nama scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 46 ayat (2); ,

perubahan status kewarganegaraan di Indoncsna
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1);

Peristiwa Penting Lamnya v scbagalmana

dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2); atau

untuk kehilangan dan kerusakan kedua, dan

o/

~ seterusnya Akta-akta Pcncatatan Sipil.
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‘pada tanggal s)

- (2) Kétentuan - -mengcnai Sanksi Administratif
~sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
- Lampiran Pcraturan Ddcrah 1n1 _

Pasal 1T

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. o ’

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pcngundangan = Peraturan Daerah  ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Dacrah . Kabupatcn
Karanganyar.

Ditétapkah di Karaﬁganyar
pada tangg gal 2% Vepomm lm/ J,(H.(
c BUPA’I‘I KARANGANYAR, |

W

JULIYATMONO

Dlundangkan dl Karanganyar

. PJ&-\"\—@W ‘ 07/07-“ o
RAH KABUPA’I‘EN KARANGANYAR

SEK RETA RI S

X BARAN DAERAH KABUPA’I‘E,N KARANGANYAR I‘AHUN 2015 NOMOR .15

NOREG. PERATUPAN DAERAH KABUPA’TEN KARANGANYAR

| PROVINSI JAWA TENGAH : (.;t»/oza/n



- PENJELASAN
TR . CATAS T
SRR Pb,RATURAN DAER/\H IxABUPATEgN KARANGANYAR |
- :' SRR NOMOR S-STAHUN 2015 :
it PE,RUBAHAN KEDUA A’I‘A‘% PERATURAN DAERAII KABUPATEN KARANGANYAR :
L NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENG(JARAAN ADMINISTRASI
TR PR TR S S IxEI’E,NDUDUI\AN e

Cotw T

RS UMUM . | L |
I Ncgard hesatuan chubhk Indonceld bcrdasarkan Pancasﬂa dan

;-x‘]vUndang Undang Dasar Negara Repubhk Indonesia Tahun 1945 pada

- ;;-“-:,hakekatnya berkewajiban memberi perlindungan dan pengakuan atas
status hukum terhadap Peristiwa - Kependudukan maupun  Peristiwa

Pcn‘ung yang dialami Penduduk. Pcraturan Dacrah Kabupaten_r E e
Karanganyar "Nomor 1 Tahun, 201] tentdng Penyelenggaraan = .

Administrasi Kependudukan yang merupakan ‘penjabaran Undang—,i‘.‘v-'

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bCI‘LU_]Llan untuk mewujudkan

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang ‘Administrasi Kependudukan f‘
serta’ merupakan amanat, dan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Dasar:

.b.vj_j"_tertlb Administrasi hepcndudukan dengan - Lcrbangunnyd databasezil f
' f’_kepcndudukan secara na%mnal serta kcab%ahan dan kcbcnaran atas A

L jf;Dokumen Kependudukan yang diterbitkannya.

- Administrasi’ I\cpcndudukdn gebaoal suatu ststcm dlharapkdn

ddpdt memberikan. pemenuhan atas hak-hak ‘administratif penduduk
: 'bv.:ddlam' pelayanan ‘publik, - serta memberikan perlmdungan yang .
- " berkenaan ~dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada .
;ﬂ.vpcrlakuan yang dmkrlmmatlf melalul peran akt]f Pemcrmtah serta L
e j,-Pemermtah Daerah. . : . S
-Selanjutnya, melalm Peraturan Dacrah Kabupaten Karanganyarvm
v‘Nomor 12 Tahun 2014  tentang Perubahan ~atas Peraturan Daerah
L I\abupatcn I\arcmganyar Nomor 1 Tahun 2011 tcmam(T Penyclcnggdraan -

. Administrasi Kependudukan, diatur mengenai "Sanksi Admlmstratlf_‘g__;‘*"
- berupa denda administratif bagi kctcrlambatan pelaporan Permuwa LT

Kependudukan dan Pencatatan Sipil. L
' i Dalam penerapan pengenaan Sankm Adm1mstrat1f e,elama

B tahun 2014-2015 ini terdapat berbagai keberatan dari ma%yarakat yang -

»'v_i'f»",‘f:':.};merwatakan  bahwa - pelayanan Administrasi Kependudukan —dan o
‘pencatatan sipil | adalah hak ' masyarakat, - ‘dan bukan - obyek darlv]*“

- 'pcndapatan Daecrah. Oleh %ebab itu, perlu pencermatan obyek Sankm;."i_  :
o ~Administratif yang perlu pengurangan denda admmxstrauf Sehubungan

N dengan hal tersebut, perlu.. merubah ‘kembali Peraturan Daerah,"l::ﬁ

- Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 201 1 tentcmg Penyelenﬁgaraan " Lo

ik Admmlstra31 I\cpendudukan

L ;PASAL DEMI PASAL
~  Pasall =~
S Cukupjciae
”Q_Pasal I . e
' CukuPJC]aS ,’ o

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAII KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 4\0 o



}PERATURAN DAERA}I }\ABUPATEN KARANGANYAR; .

. - NOMOR Q.(‘TAI!UN 2013
 TENTANG

ff:.‘?‘:PERUBAHAN . h}LDUA ' ATAS PERATURAN

~ DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 1 .
" “TAHUN 2011 'TENTANG PENYELENGGARAAN SR
_”L:,ADMINIBTRA%I hEPENDUDUKAN '

A DENDA ADMINIbTRATIF PELAYANAN DOI\UMEN KEPENDUDUKAN

| NO

...f.:vJENI”S__PELAYA’NAN L

L 5»'DENDA'.ADMINISTRATIF,;' L
TWNL [ WNA

burdt Ketcrangan Pll’lddh Datang bag1 Orangf L e

Asmg yang. memiliki

| atau Orang Asing yang memiliki Izin ’I‘mggal; o
- | Tetap yang mclampau1 batas waktu 30 (tiga| =~
| puluh)  hari  sejak:
Keterangan Pindah Datang. -
' Jangka waktu terlambat: - . ' oo O
»a] 1 (satu} han sampa1 dengan 6 (enar’n), BT 'RpQOO 000 -

“bulan; -

b) 7 (lu_]Uh) bvu‘lan sampal dengan _1 (s‘at‘u)f “’RpSOO OOO L

tahun; -

Izin Tinggal ‘Terbatas

dlterbltkannya | ‘Jurat L

| c) ch1h darl» 1 (satu) tahun - 'RpSOO.‘OO:O,jv; S

Surdt Kcterdngan Datang ddI‘l Luar Negerll

bagi Penduduk = WNI

waktu 14~ (crnpat belas) har1 %qak tan gdl R

T kedatangannya.

Jangka waktu terlambat R
: 1 (satu) hari sampa1 dengan 6 (cndm)v RpO,-

bu]an A
b. 7 (tmuh) bulan
tabun;-

yang melampam batas

sampa1 dengan ] (satu); ‘RpO,{

.c. Lebih darl 1 (%atu) tahun I RpO;-
Surat Keterdngan Pindah Datang dari_ Luar| =
Negeri bagi Orang Asmg yang memiliki Izin B
nggal Terbatas - yang. melampaui batas | -

waktu 14 - (empat

dltCI‘bltkdl’l Izin Tinggal Tcrbatas
Jangka waktu terlambat: - SR
a. 1 (satu)- harl sampa1 dengan 6 (enam)‘ . D RpSOO OOO -

bulan R
b 7(tUJuh) bulan

bela%) ‘hari SC_]clk TR

sampa1 dengan 1 (satu)’ : .‘ Rpl OOO OOO -1

' tahun A



e

:Surat Ketcrangan Perbahan status Orang S
|'Asing yang memiliki Izin nggdl TCl‘batds AR

menjadl Izin ’I‘mggal ’I‘etap yang me]ampaux, )

a 1 (satu}. har1 sampm dengan 6 (enam)“

‘bulan; :
b 7 (tujuh) bulan sarnpal dengdn 1 (satu),
tahun; . v .
_c. Lebih dari 1 (satu} tahun ,

- :batas waktu: 14 (cmpat ‘belas) har1 «:ejakz N
: ‘, :dlterbltkdn Izin Tinggal Tetap S PR
R ,‘Jangka waktu terlambat SRR

L 'R;}_soo;ooo,-

- | Rp1.000.000,-

.| Surat Keterangan Pindah ke Luar Negcrx. PR
‘| bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal | B
| Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang| = = -
| melampaui batas waktu 14 (empat belas) | -
.| hari sebelum rencana kepmdahannya R
e ._Jangka waktu terlarnbat ' = .
oas b (satu)’ harl sampal dengan 6 (enam)

i bulan;

1 b 7 (tu]uh) bulan Sampal dengan 1 (%atu)’ '

tahun

¢. Lebih darl 1 (satu) tahun

B 'Rp1 000. 000-

| Rp1.500.000,-

RpSOO ooo -

3 ‘Perubahan® Kartu Keluarga (KK) ‘yang | o
| melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh)i
| hari sejak terjadinya perubahan data. .o )0

Jangka waktu terlambat , T
“ a1 (satu) harl sampa1 dengan 6 (f_nam)'
. _bulan;

i

x tahun,..- :

c. Lebih dari 1 ( satu] tahun e

b 7 (tujuh) bulan sarnpa1 dengan 1 (satu} :ﬁ

Rpo’”
RpO,-

Rpo,- .

B '._fgpl.soo.ooo,-

RpO,-

"+ dengan 6 (enam) bulan;

v-’;.‘,vgvb.'”_chlh dari 6 (cnam) ‘bulan sampd{
. dengan sampai dengan 1 (satu) tahun 1!

| c Lebih dari 1 (satu) tahun.

Pmdah datang = penduduk WNI- dntar, S

S vKabupaten dalam 1 (satu) Prov1nS1 dan antar» o
:Prov1ns1 dalam wilayah NKRI : | |

| a. Lebih dari 30 (tiga puluh) hari qampau .

RpO-

Terlambat pelaporan perubahan elemcn data B

1dent1tas pcnduduk pada KTP- el :

_av..,chxh dari. 6 (enam) han éam_pa‘i’

dcngan 3 (tlga) bulan

L dengan sampa1 dengan 1 (qatu) Lahun
: c."_,.Leb1h darl 1 (%atu) tahun L =

| T Irpo
 b. Lebih dari (tiga) buldn Csampai| |
IRPO,- -




- B. DENDA ADMINISTRATIF PELAYANAN AKTA PENCATATAN SIPIL

NO. JENIS PELAYANAN __ DENDA ADMINISTRATIF
R ' - - - WNI WNA
1 2 3 4
1. Pencatatan Kclahiran yang mclampaln T
batas waktu : I
a. Lebih dari 60 (cnam puluh qatu) Rp0,- RpO,-
- hari sampai dengan 1 (satu) tahun; |
- b: lebih dari 1 (satu) tabhun. | RpO, RpO,-
2. Pencatatan Kcrnatlan yang meldmpaul : kN |
batas waktu :
a.’ Lebih dari 30 ( tiga puluh satu) hari RpO,-
- sampai dengan 1 (satu) tahun. | :
b. lebih dari 1 (satu) tahun RpO,-
3. | Pencatatan Perkawinan  yang
| melampaui  batas waktu 60 (enam
puluh) hari - 1 (satu) tahun scjak
tanggal pemberkatan/penctapan | _
Pengadilan Negeri : . R _ v
a. di dalam kantor; RpO,- RpO,-
b. di luar kantor dalam Daerah; RpO,- RpO,-
i ¢. diluar kantor luar Dacrah. o dRpO,- o RPO-
4. | Pencatatan Perkawinan yang | :
melampaui batas waktu 1 (satu) tahun
sejak tanggal pemberkatan/ pcnetapdn
Pengadilan Negeri @ S :
a. di dalam kantor; + RpO,- RpO,-
b. di luar kantor dalam Daerah RpO,- RpO,-
: c. di luar kantor luar Daerah. RpO,- RpO,-
S. Pembatalan Perkawinan yang -
| melampaui batas waktu : ’
a. lebih dari 90 (sembilan puluh) han RpO,- RpO,--
_sampai dengan 1 (satu) tahun; o
b. lebih dari 1 (satu) tahun. 1 RpO,- RpO,-
6. | Pencatatan Pcrceraian yang melampam
batas waktu : h a =
a. lebih dari 60 (cnam puluh) hari|RpO,- RpO,-
sampai dengan 1 (satu) tahun scjak :
tanggal pemberkatan  /penctapan
Pengadilan Negeri. o : 1 :
b. lebih' dari 1 (satu) tahun scjak | RpO,- - RpO,- -
tanggal  pemberkatan/penetapan |- '
Pcngadilan Negeri. ]
7. | Pembatalan Perceraian ,Yano
melampaui batas waktu @ . - S
a. lebih dari 60 (cnam puluh) harx RpO,-
sampai dengan 1 (satu) tahun scjak
~“tanggal  penetapan  Pengadilan
‘Negeri: -~ '




1o, Tebih dar 1

sampai dengan 1 (satu) tahun sejak
yang bersangkutan kembali
Indoncsia (pencatatan kelahiran,
perkawinan, perceraian, kematian
dan pcngangkatan anak), '

ke

(satu) tahun scjak RpO,-
. 'tanggdi penetapan - Pengadilan .
o - Negeri. : : :
8. Pcncatatan Pengangkatan anak ydng T
' melampaul batas waktu : .
a.’lebih dari 30 (tiga puluh) hari | RpO,- RpO,-
sampal dengan 1 (satu) tahun scjak |
i tanggal penetapan pengadilan;
b. lebih dari 1 (satu) tahun. scjak | RpO,- RpO,-
tdnggal penctapan pengadilan. . '
9. | Pencatatan Pengakuan Anak yang B
mclampaw batas waktu : » '
a.’lebih dari 30 (uga puluh) hari | Rp0,- RpO,-
‘sampai dengan 1 (satu) tahun sejak -
.tanggal surat Pengakuan Anak olch
‘ayah yang disetujui oleh ibu |
‘kandung anak tersebut; :
b. lebih dari 1 (satu) tahun scjak |RpO,- RpO,-
- itanggal surat Pengakuan Anak olch | .
ayah yang disctujui  oleh ibu|
o kandung anak terscbut. b o
10. | Pencatatan = Pengesahan ~Anak vyang|
| melampaui batas waktu :
a. lebih dari 30 (tiga puluh) hari - 1 RpO,- RpO,-
(satu) - tahun  scjak  tanggal |
perkawinan sah orang tuanya
menurut  hukum agama = dan|
- hukum negara; R o o
b. lebih dari 1 (satu) tahun sejak | RpO,- Rp0,-
tanggal perkawinan sah orang
tuanya menurut hukum agama dan ’
_ hukum negara.
11. | Pencatatan Perubahan 'Narna‘ vyang'
melampaui batas waktu: ‘ B
a. lebih .dari 30 (tiga pu]uh) hari | Rp0,- RpO,-
~ sampai dengan 1 (satu) tahun qqak E
tanggal pcnetapan pengadilan; - L ‘,
b. lebih dari 1 (satu) tahun %CJak RpO0,- | RpO,-
__tanggal penctapan pengadilan.
12. | Pelaporan dan penerbitan- tanda bukti |
pclaporan akibat mutasi biodata yang
terjadi di luar negeri yang melampaui
batas waktu : o N o .
a. lebih dari 30 (tiga puluh) har { RpO,-




b lebih dari 1 (satu) tahun sejak yang“

! bersangkutan kembali ke Indonesia
. (pencatatan kelahiran, perkawinan,
. perceraian, kematian, dan
i pengangkatan anak).

RPO,_“

13.

a. lebih dari

Perubahan status. kewargancgaraan
yang mclampaui batas waktu:
60 (cnam puluh) hari
- sampai dengan 1 (satu) tahun sejak
berita acara pengucapan sumpah;
b." lcbih dari 1 (satu) tahun sejak berita
" acara pcngucapan'sumpah

Rp150.000,-

Rp200.000,-

Rp500.000,-

Rp1.000.000,-

14.

Pencatatan peristiwa penting Iamnya

ydng melampaui batas waktu :

a.: Lebih dari 30 (tiga puluh) hari
- sampai dengan 1 (satu) tahun scjak
‘i diterimanya salinan
pengadilan; '

b.:Lebih dari 1 (satu)
. diterimanya salinan
_ipengadilan.

tahun = scjak
penetapan

15.

v Akta akta

Pengurusan- penerbitan Kutlpan kedua
Pencatatan Sipil karecna
hllang, untuk kehilangan yang ch
(dua), dan scterusnya.

- penetapan.

RpO,-

RpOy" :

RpO,-

RpO,-

RpO,-

16.

Pengurusan penerbitan Kutipan kedua
Akta-akta Pencatatan Sipil karena

rusak, untuk kerusakan ‘yang ke-2

RpO,— "

| (dua), dan seterusnya.

' BUPATI KARANGANYAR,

JULNYATMONO
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- {2) Kclcntuan - mengenai Sanksi -
Lampiran Pcraturan Dacrah i,

i o C Pasa!,ll
! Pcraturan Dacrah ini mulai = berlaku

diundangkan. o .
Agar setiap- - orang - mengelahuinva,
pcngundangan Peraturan®  Dacrah

pcnempatannya dalam Lembaran Dacrah Kabupaten

Karanganyar.
.

C

o Dltétapkanvdl‘Kara"nganyér .
' Pada tanggal 23 Desember 2015
BUPATl KARANGANYAR

ttd

" JULIYATMONO

leundan:gkanvdl Karanganyar

Pada tanggal 30 Desember 2015
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fttd )
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